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1. Pemerintah Kota Surabaya adalah merupakan pemerintah daerah kabupaten/kota
Surabaya yang merupakan bagian dari Pemerintah Indonesia yang diberikan
kewenangan khusus untuk mengurus rumah tangganya sendiri demi mewujudkan
suatu kesejahteraan masyarakat daerahnya sendiri. Dalam melaksanakan urusan
rumah tangganya tersebut, Pemerintah Kota Surabaya memiliki wewenang dan
tugas, baik yang bersifat hukum publik maupun hukum privat. Dalam hal
Pemerintah Kota Surabaya melakukan perjanjian kerja dengan pekerja kontrak,
berarti telah terjadi Perbuatan hukum privat yang tunduk pada Hukum
Keperdataan yang juga lazim berlaku bagi individu atau perseorangan. Perjanjian
kerja yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya selaku badan hukum publik
dengan Pekerja Kontrak tersebut dianggap sebagai suatu tindakan melebur dalam
tindakan hukum perdata yang dimaksudkan sebagai tujuan akhir dari
dilakukannya tindakan tata usaha negara oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam
melaksanakan wewenang pemerintahan yang dimilikinya.

2. Dalam hal Pemerintah Kota Surabaya melakukan perjanjian kerja waktu tertentu
dengan pekerja kontrak, berarti hubungan hukum tersebut telah masuk dalam
hukum perburuhan yang tunduk pada hukum keperdataan, yang mana terjadi
hubungan hukum vyang berdasarkan perjanjian yang telah dibuat antara
Pemerintah Kota Surabaya dengan pekerja kontrak. Maka dalam hal terjadi
sengketa Perjanjian kerja antara Pemerintah Kota surabaya dengan pekerja
kontrak, dapat diselesaikan melalui jalur hukum perdata baik berdasarkan pasal
1365 BW maupun berdasarkan Hukum Perburuhan. Pemerintah Kota Surabaya

melakukan perjanjian kerja dengan pekerja kontrak, berarti Pemerintah Kota
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Surabaya telah melakukan suatu perbuatan hukum perdata, yang berdasarkan
kewenangan mutlak atau kompetensi absolut, perbuatan hukum perdata yang jika
menimbulkan sengketa sehingga menghasilkan perkara perdata berdasarkan pasal
1365 BW, menjadi kewenangan dari Pengadilan Umum atau Negeri, sehingga
jika berdasarkan perselisihan hubungan industrial, maka kewenangannya adalah

pada Pengadilan Hubungan Industrial.
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